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Abstrak 

 

Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah 

dan FKTP atau FKRTL dalam pengadaan obat baik untuk program JKN 

maupun program kesehatan lainnya tidak perlu melakukan proses 

pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan Katalog Elektronik (e-

Catalogue) obat dengan prosedur Pengadaan Secara Elektronik (e-

Purchasing).  Pengadaan Obat BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing) 

merupakan merupakan tata cara pembelian obat BPJS sesudah sistem 

Katalog Elektronik (e-Catalogue) Obat tersedia. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) 

dan pendekatan komparatif (comparative approach). Puskesmas sebagai 

UPT-SKPD termasuk pengguna barang/jasa yang menggunakan APBD 

dan/atau APBN sebagai bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah (D), sehingga keberadaan Puskesmas tidak berbeda dengan Rumah 

Sakit Pemerintah Daerah maka model Pengadaan Obat BPJS secara 

Elektronik (e-Purchasing) di Rumah Sakit dapat diaplikasikan juga di 

Puskesmas dengan membentuk perangkat organisasi Pengadaan 

Barang/Jasa untuk menyederhanakan alur sistem Pengadaan Obat BPJS 

secara Elektronik (e-Purchasing) di Puskesmas.  

Kata kunci : analisis hukum, pengadaan obat BPJS, e-purchasing 

 

 



Vol 9. No. 1,  Maret 2017   MEDICA MAJAPAHIT        
 

85 

A. PENDAHULUAN 

Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2013 melalui Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 

KF/Menkes/337/VII/2013 tentang Pengadaan Obat pemerintah Melalui 

Mekanisme e-Purchasing Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Nomor 

KF/Menkes/167/III/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengadaan Obat 

Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang berdasar pada 

Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 

tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue), 

bertujuan untuk menunjang proses pengadaan obat pemerintah yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemerintah yang baik dan bersih, 

prinsip keadilan, transparansi, profesional dan akuntabel untuk 

mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar baik untuk 

Program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya  

Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah 

dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) atau FKRTL (Fasilitas 

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) Pemerintah melaksanakan 

pengadaan obat melalui e-Purchasing berdasarkan Katalog Elektronik (e-

Catalogue) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

pengadaan obat melalui e-Purchasing berdasarkan Katalog Elektronik (e-

Catalogue) mengalami kendala operasional dalam aplikasi (offline), 

pembelian dapat dilaksanakan secara manual. Pembelian secara manual 

dilaksanakan secara langsung kepada Industri Farmasi yang tercantum 

dalam Katalog Elektronik (e-Catalogue). Pengadaan obat dilaksanakan 

berdasarkan e-Catalogue obat dengan menggunakan metode pembelian 

secara elektronik (e-Purchasing) sebagaimana tercantum dalam e-

Catalogue Obat yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atau pembelian secara manual (Kemenkes, 

2014). 

Mengenai perkembangan penggunaan e-Catalogue, disampaikan oleh 

Direktur Bina Obat Publik Dra. Engko Sosialine, Apt bahwa hingga bulan 

tahun 2015 sudah ada 781 produk obat dan 78 Industri Farmasi yang 

ditayangkan di dalam aplikasi e-Catalogue obat. “Dari segi unit kerja yang 

berpartisipasi, hingga bulan Juni tahun 2015 sudah ada 78 dinas kesehatan, 

327 Rumah Sakit, dan 95 Puskesmas yang telah menggunakan e-Catalogue 

dengan total nilai transaksi yang telah dilakukan lebih dari 1,7 Trilyun 

Rupiah” ujar Ibu Engko. Dari sejak pertama kali digulirkan, pengaduan 
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para pengguna e-Catalogue terhadap industri farmasi terus berkurang. Pada 

tahun 2013-2014, pengaduan terhadap Industri Farmasi mencapai 13 

Industri. Tapi di tahun 2015, hanya ada 4 Industri Farmasi yang diadukan 

oleh unit kerja pengguna e-Catalogue (Bagian Hukormas Setditjen, 2015). 

Kebijakan pengadaan obat dengan e-Catalogue sudah berjalan selama 

3 tahun sehingga dirasa sudah tepat untuk menilai proses dan menguji 

efektivitas dari pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan e-Catalogue, 

maka penelitian ini mengkaji permasalahan yang ada dengan judul 

“Analisis Hukum Pengadaan Obat BPJS Secara Elektronik (e-

Purchasing)”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Terkait dengan substansinya, maka penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif (Marzuki, 2011). Penelitian hukum 

normatif digunakan dalam analisis penelitian ini, karena dilandasi oleh 

karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode 

penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum. 

Pendekatan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif 

(comparative approach).  

2. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum 

primer yakni semua perundang-undangan yang terkait dengan 

Pengadaan obat BPJS secara elektronik (e-Purchasing), bahan hukum 

sekunder yang meliputi semua buku-buku, artikel, pendapat pakar 

hukum maupun makalah yang berhubungan dengan dengan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (e-Purchasing) khususnya 

terkait obat BPJS serta bahan hukum tersier yang meliputi kamus 

hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris, 

ensiklopedia dan lain-lain.  

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara 

dikumpulkan terlebih dahulu bahan hukum primer yang selanjutnya 

terkait dengan isu yang dikaji kemudian dikaitkan atau dicari 

jawabannya dalam bahan hukum sekunder kemudian dilakukan 

sistematisasi dan interpretasi dan menyimpulkannya. 
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4. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum dianalisis secara bertahap sesuai dengan 

pengelompokkan permasalahan. Analisis itu dilakukan dan dituangkan 

dalam bentuk deskripsi (diskripsi analisis) yang didalamnya 

terkandung kegiatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, 

mensistimasikan, menafsirkan dan mengevaluasi. Langkah selanjutnya 

dilakukan analisis secara teoritikal terhadap bahan-bahan hukum 

tersebut guna untuk menemukan, memahami dan menjelaskan secara 

mendalami terhadap dinamika proses pengaturan hukum berkaitan 

dengan Pengadaan Obat BPJS secara elektronik (e-Purchasing). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kendala Dalam Pengadaan Obat BPJS Secara Elektronik (e-

Purchasing)    

a. Kendala sistem aplikasi e-Purchasing obat, yaitu : 

1) Pada satu kegiatan pengadaan terdapat banyak jenis obat 

sehingga dibutuhkan banyak penyedia obat, dengan 

banyaknya penyedia yang harus dipesan maka input 

pemesanan juga tidak bisa bersamaan, sehingga sering terjadi 

keterlambatan bahkan kegagalan pemesanan.  

2) Berbagai penyedia obat, ternyata sama ditingkatan 

distributor. 

b. Kendala lapangan sebagai tindak lanjut dari sistem aplikasi e-

Purchasing dari penyedia barang/obat BPJS  

Salah satu kendala tersebut diantaranya adalah penyedia 

sering menolak pemesanan dengan alasan : 

1) Jumlah stok terbatas. 

2) Belum mendapatkan bahan baku.  

3) Tidak cukup biaya distribusi sehingga disyaratkan untuk 

menambahkan produk lain untuk menutup biaya distribusi / 

Tidak cukup biaya distribusi sehingga disyaratkan menambah 

volume barang untuk menutup biaya distribusi. 

c. Kendala lapangan sebagai tindak lanjut dari sistem aplikasi e-

Purchasing selesai dari Pengguna Barang/Obat BPJS  

Kendala lapangan ini terlihat jelas di Puskesmas sebagai 

UPT/FKTP Dinas Kesehatan, yaitu : 
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1) Tidak adanya perangkat organisasi Pengadaan Barang/Jasa di 

Puskesmas sehingga proses pengadaannya harus 

dilaksanakan di Dinas Kesehatan. 

2) Pada DPA akumulatif di Dinas Kesehatan, pemesanan 

dilakukan akumulatif untuk seluruh Puskesmas, padahal 

jenis, volume dan  Puskesmas pengguna tidak sama sehingga 

sering terjadi kesalahan pada saat realisasi pembagian atau 

pengiriman barang. 

3) Pada DPA akumulatif di Dinas Kesehatan, tidak bisa 

dilakukan pemesanan terpisah berdasarkan Puskesmas 

pengguna. 

4) Pada DPA kegiatan yang sudah terpisah jika dilakukan 

pemesanan akumulatif, kebanyakan penyedia menolak pada 

saat dijelaskan untuk kesepakatan kontrak. 

5) Pada DPA kegiatan yang sudah terpisah, dapat dilakukan 

pemesanan berdasarkan Puskesmas pengguna, hanya saja 

petugas pemesan masih dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

karena Puskesmas belum memiliki perangkat organisasi 

Pengadaan Barang/Jasa sehingga masih rawan terjadi 

berbagai kesalahan dan hambatan yang mengakibatkan 

proses pengadaan barang/obat tidak tepat, terlambat atau 

bahkan kegagalan yang sering terjadi saat ini. 

Berbagai kendala dan hambatan mengakibatkan potensi kegiatan 

pelayanan obat khususnya dan pelayanan kesehatan umumnya jadi 

terhambat. Masyarakat sebagai warga negara yang berhak atas 

pelayanan tidak mengerti hal tersebut, sehingga tuntutan perbaikan 

pelayanan tidak bisa dihindarkan. dampak dari tuntutan tersebut, 

berimbas kepada petugas pelayanan langsung. Mengakibatkan 

berbagai keputusan dan kebijakan pengadan obat dengan orientasi 

yang penting obat tersedia. Kebijakan itu antara lain : 

a. Pada tingkat proses pengadaan, terjadinya pengadaan gagal lewat 

Katalog Elektronik (e-Catalogue) diganti dengan barang non 

Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang kebanyakan harga lebih 

tinggi dari harga Katalog Elektronik (e-Catalogue). 

b. Pada tingkat proses pengadaan,  yang penting obat tersedia tetapi 

tanggal kedaluwarsa sudah mendekati. 

c. Pada tingkat proses pengadaan, terjadi pelanggaran pola distribusi 

ketersediaan barang dari penyedia. 
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d. Pada tingkat pengguna (fasilitas pelayanan kesehatan), terjadi 

kesalahan spesifikasi dan volume obat diterima. 

e. Pada tingkat pelayanan langsung, terjadi pasien yang harusnya 

gratis ternyata harus membayar untuk pengganti obat yang belum 

tersedia. 

Dari contoh kebijakan ataupun keputusan di atas dapat 

disimpulkan kegiatan yang terjadi berpotensi melanggar aturan 

dan berpotensi merugikan negara. 

2. Upaya Penyederhanaan Sistem Pengadaan Obat BPJS Secara 

Elektronik (e-Purchasing) 

Upaya terkait penyederhanaan sistem Pengadaan Obat BPJS 

Secara Elektronik (e-Purchasing) dapat kita lakukan dengan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Perbedaan Sistem pengadaan obat BPJS secara Elektronik                        

(e-Purchasing) di Puskesmas dan Rumah Sakit 

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala 

dalam Pengadaan Obat BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing). 

Tidak jarang berbagai upaya tersebut berakibat kurang 

menyenangkan karena potensi pelanggaran hukum. Bahkan tidak 

menutup kemungkinan bermasalah secara hukum dengan jeratan 

pasal tindak pidana korupsi meski tujuan awalnya adalah 

terlaksananya pelayanan kesehatan dengan baik atas tuntutan 

kebutuhan masyarakat. Berbagai masalah dan kendala Pengadaan 

Obat BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing) sebagian besar 

terjadi UPT/FKTP Pemerintah yaitu Puskesmas selaku UPT Dinas 

Kesehatan dan FKTP pada Pelayanan Kesehatan BPJS.  

Puskesmas selaku UPT Dinas Kesehatan dan FKTP 

Pelayanan Kesehatan BPJS seperti halnya Rumah Sakit 

Pemerintah adalah bagian dari Organisasi Struktur dalam 

Pemerintahan, sehingga Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

terikat oleh peraturan dalam pemerintahan yaitu Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan keempat 

atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan 

Obat BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing) di Rumah Sakit 

Pemerintah atau Pelayanan Kesehatan Swasta relatif tidak ada 
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kendala dan masalah yang berarti pada pelaksanaannya, sehingga 

modelnya dapat diaplikasikan di Puskesmas. 

Puskesmas dapat mengacu kepada model Pengadaan Obat 

BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing) di Rumah Sakit 

Pemerintah dengan memperhatikan kaidah yang berlaku dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan 

keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam 

pasal 1 disebutkan : 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 

memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari 

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.  

2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I 

adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di 

masing-masing K/L/D/I.  

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah 

yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

4a. bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 
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Dari ketentuan diatas cukup jelas bahwa Puskesmas sebagai 

UPT-SKPD termasuk pengguna barang/jasa yang menggunakan 

APBD dan/atau APBN sebagai bagian dari unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah (D), sehingga keberadaan Puskesmas tidak 

berbeda dengan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang dapat 

digunakan sebagai model Pengadaan Obat BPJS secara Elektronik 

(e-Purchasing) di Puskesmas. 

 
Gambar 1. Perbedaan Alur Sistem Pengadaan Obat BPJS 

Secara Elektronik (e-Purchasing) di Puskesmas 

dan Rumah Sakit 
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b. Prinsip Pengadaan 

Penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang dijelaskan dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah pada Pasal 5 yaitu :  

a. Efisien; 

b. Efektif; 

c. Transparan; 

d. Terbuka; 

e. Bersaing; 

f. Adil/tidak diskriminatif; 

g. Akuntabel. 

Berdasarkan penjelasan diatas pada poin d. terbuka, e. 

bersaing, f. adil/tidak diskriminatif maka pelaksanaan pengadaan 

Obat BPJS dengan menggunakan sistem e-Purchasing sudah 

sesuai dan pelaksanaanya setelah melalui proses sebelumnya di 

LKPP, sehingga baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit 

Pemerintah yang digunakan sebagai model sama-sama bisa 

terlaksana. 

Pelaksanaan poin a. efisien dan poin b. efektif di Puskesmas 

selama ini sulit tercapai prinsip-prinsipnya karena banyaknya 

sasaran dan waktu dibutuhkan sehingga anggaran tidak terserap 

maksimal mengakibatkan banyak Silpa anggaran, barang 

didapatkan tidak sesuai kebutuhan sehingga banyak tidak terpakai, 

barang didapatkan tidak sesuai kualitas yang diharapkan sehingga 

banyak proses Return atau bahkan terbuang. Di Rumah Sakit 

Pemerintah sebagai model, prinsip-prinsip ini bisa terlaksana 

karena sasaran ada dilokasi kegiatan pengadaan, di satu lokasi dan 

waktu tidak banyak terbuang dalam mengakomodir kebutuhan. 

Poin c. transparansi, dalam aplikasi e-Purchasing akan 

kesulitan untuk menjelaskan karena tempat yang minim. Biasanya 

penjelasan singkat yang kebanyakan penyedia sudah menolak di 

sistem aplikasinya, jika tidak ditampilkan di sistem aplikasi dan 

dijelaskan saat akan tanda tangan kontrak juga seringkali terjadi 

gagal kontrak. Penolakan biasanya terjadi karena jumlah sasaran 

pengiriman sesuai jumlah Puskesmas. Juga terjadi menjelang 

kontrak karena bisa jadi pembayaran berdasar Puskesmas masing-

masing yang mempunyai rekening dana BPJS masing-masing. Di 



Vol 9. No. 1,  Maret 2017   MEDICA MAJAPAHIT        
 

93 

Rumah Sakit Pemerintah hal ini tidak terjadi, karena sasaran dan 

rekeningnya satu yaitu atas nama Rumah Sakit Pengguna 

Barang/Obat BPJS. 

Untuk poin g. akuntabel, di Puskesmas biasanya masalah 

terkait adanya kebuntuan proses sehingga berbagai upaya 

diusahakan untuk pemenuhan kebutuhan barang. Upaya sudah 

semestinya sesuai aturan, tapi seringkali oleh Auditor dianggap 

melakukan kesalahan, bahkan tidak jarang dianggap bersalah atau 

bahkan melanggar hukum oleh APH (Aparatur Penegak Hukum). 

Di Rumah Sakit Pemerintah sebagai model, hal tersebut sangat 

jarang terjadi karena kebuntuhan proses juga sangat minim. 

c. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa 

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui 

Penyedia Barang/Jasa sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah pada Pasal 7 ayat (1) terdiri atas : 

1) PA/KPA; 

2) PPK; 

3) ULP/Pejabat Pengadaan; dan 

4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  

Selanjutnya Penjabaran dan bahasan terkait dengan 

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa tersebut  adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

Sebagaimana pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 5 

bahwa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA 

adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau 

Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna 

APBN/APBD. Selanjtnya pada angka 6 disebutkan bahwa 

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA 

adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan 

APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk 

menggunakan APBD.  
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Rumah Sakit Pemerintah sebagai model penyelesaian 

masalah, mempunyai struktur organisasi pengadaan terkait 

PA (Pengguna Anggaran) maupun KPA, tidak ada masalah 

karena statusnya sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah), sedangkan Puskesmas sebagai UPT Dinas 

Kesehatan sebagian besar tidak ada PA ataupun, karena 

mengikuti induk organisasi SKPD yaitu Dinas kesehatan 

dengan PA adalah Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, dalam 

menentuan KPA bisa juga dengan penunjukan Kepala 

Bidang di Dinas Kesehatan sebagai KPA. Hal ini tidak 

menyelesaikan masalah yang ada karena Bidang di Dinas 

Kesehatan akan lebih fokus di penggunaan anggaran bidang 

masing-masing. 

Kegiatan dan penyerapan anggaran di Puskemas 

terutama yang berasal dari dana JKN/Kapitasi BPJS tidak 

dapat dilimpahkan kepada KPA Bidang di Dinas Kesehatan. 

Sebagai ilustrasi, Puskemas mempunyai kegiatan yang 

merupakan bagian dari Bidang-Bidang yang ada di Dinas 

Kesehatan. Di Puskesmas ada kegiatan dari Bidang 

Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Bidang Pelayanan 

Kesehatan, Bidang Pemberantasan dan Pengendalian 

Penyakit, Bidang Kesehatan Keluarga maupun Bidang 

Promosi Kesehatan. 

Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku diatas cukup jelas bahwa Kepala Puskesmas 

sebagai Kepala UPT/FKTP Dinas Kesehatan tidak bisa 

bertindak sebagai PA dalam organisasi pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Tetapi tidak ada yang 

mempertentangkan jika menjadi KPA dalam organisasi 

pengadaan barang/jasa pemerintah di Puskesmas sebagai 

UPT/FKTP Dinas Kesehatan. Sehingga demi 

terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan 

kesehatan yang baik  khususnya atas ketersediaan obat di 

fasilitas kesehatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengadaan barang/jasa pemerintah  maka sebaiknya seperti 

halnya di Rumah Sakit Pemerintah maupun induk SKPD 

yaitu Dinas Kesehatan, di Puskesmas juga bisa ditunjuk KPA 

(Kuasa Pengguna Anggaran) dalam hal ini yang ditunjuk 
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adalah Kepala Puskesmas sebagai Kepala UPT/FKTP Dinas 

Kesehatan. 

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK 

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

Rumah Sakit Pemerintah sebagai model penyelesaian 

masalah tidak ada kendala terakit dengan penentuan PPK. 

Rumah Sakit Pemerintah dan Dinas Kesehatan sebagai induk 

organisasi/SKPD didaerah mempunyai tenaga yang cukup 

untuk menunjuk PPK dengan tupoksi dan persyaratan 

sebagaimana di atas. Sebagian besar tupoksi dan persyaratan 

sebagaimana di atas bisa dipenuhi tenaga yang ada di 

Puskesmas, hanya saja kebanyakan Puskesmas tidak 

memiliki tenaga yang mempunyai Sertifikat Keahlian 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan di 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai 

perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah pasal 12 ayat (2)  huruf g.  

Sebagai penyelesaian kelengkapan persyaratan tugas 

PPK di Puskesmas, maka : 

a) Menugaskan tenaga di Puskesmas untuk mengikuti 

Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas. 

b) Menugaskan tenaga sesuai persyaratan dan bersertifikat 

keahlian pengadaan barang/jasa di Puskesmas.  

c) Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 54  tahun 2010 beserta perubahannya pasal 12  

ayat (2b), yaitu  dalam hal tidak ada personil yang 

memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, 

persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :  
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(1) PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di 

Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I); 

dan/atau 

(2) PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 

Dalam hal di atas Kepala Puskesmas tidak bisa serta 

bertidak sebagai PPK karena bukan pejabat eselon I dan II, 

melainkan pejabat eselon IV di SKPD Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Kepala Puskesmas bisa bertindak sebagai 

PPK jika telah diangkat sebagai KPA sesuai ayat (2b) huruf 

b. 

3) ULP/Pejabat Pengadaan; 

Peraturan tentang ULP/Pejabat Pengadaan tercantum pada 

Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagai perubahan keempat atas Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum pada Pasal 1 

angka 8 yaitu Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya 

disebut ULP adalah unit organisasi 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi yang 

berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang 

bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada 

unit yang sudah ada; dan angka 9 yaitu Pejabat Pengadaan 

adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan 

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan e-

Purchasing. 

ULP dan Pejabat Pengadaan mempunyai tupoksi dan 

persyaratan yang hampir sama. Perbedaan utamanya pada 

pengangkatan dan kewenangan. ULP dengan anggota dalam 

struktur organisasinya ditetapkan oleh Kepala 

Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi (K/L/D/I) dengan 

tugas melayani semua yang ada diwilayah 

Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) untuk 

pengadaan yang sifatnya pelelangan, baik lelang umum 

maupun lelang sederhana. 

Sedangkan pejabat pengadaan sebagaimana disebut diatas 

adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan 

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan e-
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Purchasing dengan tupoksi dan persyaratan sebagaimana di 

atas. Seperti halnya PPK, Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh 

PA ataupun oleh KPA (jika mendapat pelimpahan 

kewenangan dari PA). Seperti halnya PPK, Pejabat 

Pengadaan tidak banyak mengalami kendala dalam hal 

penunjukan personil di Rumah Sakit Pemerintah maupun 

induk SKPD Dinas Kesehatan. Sehingga proses pengadaan 

obat secara e-Purchasing juga tidak mengalami kendala di 

Rumah Sakit Pemerintah. Kendala utama pemilihan Pejabat 

Pengadaan ditingkat Puskesmas adalah minimnya atau 

bahkan tidak adanya pegawai di Puskesmas yang 

Bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa. Tentu 

saja penyelesaian utamanya adalah dengan memilih tenaga di 

Puskesmas mengikuti Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah.  

Dengan pilihan utama adalah tenaga medis atau 

paramedis dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a) Kegiatan utama Pengadaan Barang/Jasa di Puskesmas 

banyak berhubungan langsung dengan kebutuhan medis 

maupun paramedis, dengan kegiatan terbanyak di 

pengadaan obat secara e purchasing. 

b) Memenuhi persyaratan dengan kesesuaian kompetensi 

pendidikan dan keahlian. 

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka proses 

pengadaan yang mengedepankan prinsip-prinsip dan etika 

pengadaan lebih tercapai tanpa kendala sehingga 

melancarkan pelayanan dan menghindari terjadinya 

kesalahan maupun pelanggaran yang berpotensi melanggar 

hukum. Dibutuhkan waktu untuk membuat Puskesmas 

memiliki tenaga Bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang 

dan Jasa. Sehingga diperlukan solusi jangka pendek dengan 

solusi pilihan sebagai berikut : 

a) PA mengangkat salah satu orang Pejabat Pengadaan dari 

Dinas Kesehatan selaku SKPD Induk dari Puskesmas 

untuk seluruh Puskesmas di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan berdasar pertimbangan PA sendiri maupun 

usulan Kepala Puskesmas. 
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b) PA mengangkat beberapa Pejabat Pengadaan dari  Dinas 

Kesehatan selaku SKPD Induk dari Puskesmas untuk 

dibagi di Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan 

berdasar pertimbangan PA sendiri maupun usulan 

Kepala Puskesmas. 

c) Kepala Puskesmas yang telah diangkat menjadi KPA 

dengan salah satu pelimpahan kewenangannya dari PA, 

mengangkat pejabat pengadaan sesuai dengan 

pertimbangannya sendiri yang memenuhi syarat dan 

sesuai dengan kondisi lapangan di Puskesmas. 

Dari ketiga pilihan di atas, yang paling mendekati 

Rumah Sakit Pemerintah sebagai model untuk menyelesaikan 

masalah dan kendala Pengadaan Obat BPJS Secara 

Elektronik (e-Purchasing) di Puskesmas adalah pada pilihan 

ketiga. Dengan demikian KPA selaku pengganti PA, PPK, 

dan Pejabat Pengadaan selaku Pejabat Pemesan Barang 

berada dalam satu lokasi kegiatan sehingga memudahkan 

koordinasi proses pengadaan. Pelaksanaan kegiatan dengan 

prinsip-prinsip dan etika pengadaan lebih tercapai tanpa 

kendala sehingga melancarkan pelayanan dan menghindari 

terjadinya kesalahan maupun pelanggaran yang berpotensi 

melanggar hukum.  

4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)  

Peraturan tentang Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan tercantum pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah pada 

Pasal 1 angka 10 bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh 

PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 

pekerjaan. 

Terkait dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan tidak ada masalah di Rumah Sakit Pemerintah 

sebagai model penyelesaian masalah di Puskesmas maupun 

di Dinas Kesehatan sebagai SKPD induk dari Puskesmas. 

Tidak seperti PPK atau Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan tidak disyaratkan Sertifikat 

Keahlian Barang dan Jasa, tetapi lebih diutamakan kepada 
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kompetensi tekniknya. Sehingga dalam pemahaman kami 

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan 

Obat BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing) seharusnya 

berpendidikan apoteker atau paling rendah asisten apoteker. 

Hal tersebut karena spesifikasi barang yang kompleks dan 

volume yang biasanya tidak sedikit maka ada baiknya seperti 

halnya di Rumah Sakit Pemerintah sebagai model 

penyelesaian masalah, di Puskesmas juga dibentuk Panitia 

Penerima Hasil Pekerjaan. Panitia yang dibentuk diusahakan 

3 tenaga dengan rincian sebagai berikut : 

a) 1 (satu) tenaga Apoteker dari tenaga Puskesmas (jika 

ada) ataupun memakai tenaga apoteker dari Dinas 

Kesehatan. 

b) 1 (satu) tenaga dari Petugas Pengelola Obat Puskesmas. 

c) 1 (satu) tenaga dari Petugas Medis atau Paramedis 

sebagai pengguna barang. 

Dengan komposisi pembentukan Panitia Penerima Hasil 

Pekerjaan sebagaimana diatas, pelaksanaan kegiatan 

Pengadaan Obat BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing) 

akan semakin memudahkan koordinasi proses pengadaan. 

Pelaksanaan kegiatan dengan prinsip-prinsip dan etika 

pengadaan lebih tercapai tanpa kendala sehingga 

melancarkan pelayanan dan menghindari terjadinya 

kesalahan maupun pelanggaran yang berpotensi melanggar 

hukum. 

 

D. KESIMPULAN 

1. Perlu adanya perencanaan yang akurat untuk Rencana Kebutuhan Obat 

(RKO) Nasional serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Secara 

Elektronik (e-Monev) pada realisasi terhadap Rencana Kebutuhan Obat 

(RKO).  

2. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan penyederhanaan aplikasi 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan menggunakan e-

Purchasing serta adanya Monitoring dan Evaluasi Secara Elektronik 

(e-Monev) pada realisasi kegiatan dalam aplikasi Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE).  

3. Puskesmas sebagai UPT-SKPD termasuk pengguna barang/jasa yang 

menggunakan APBD dan/atau APBN sebagai bagian dari unsur 
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penyelenggara Pemerintah Daerah (D), sehingga keberadaan 

Puskesmas tidak berbeda dengan Rumah Sakit Pemerintah Daerah, 

maka model Pengadaan Obat BPJS secara Elektronik (e-Purchasing) 

di Rumah Sakit dapat aplikasikan juga di Puskesmas. Oleh karena itu 

perlu adanya pembentukan perangkat organisasi Pengadaan 

Barang/Jasa di Puskesmas yang untuk menyederhanakan Pengadaan 

Obat BPJS secara Elektronik (e-Purchasing) di Puskesmas.  
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